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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang 

diajukan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Eksistensi dari pasal 302 KUHP di Indonesia sebenarnya sangat 

dibutuhkan mengingat tingginya tingkat penganiayaan terhadap 

hewan di Indonesia. Namun sanksi/denda yang terdapat dalam 

KUHP Pasal 302 terlalu ringan sudah tidak sesuai dengan keadaan 

Indonesia saat ini. Karena masih menggunakan kurs jaman Hindia 

Belanda. Maka perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara-cara 

memperlakukan hewan dengan baik maka perlu dilakukan upaya 

edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara-

cara memperlakukan hewan dengan baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut :

1. Pemerintah harus mengkaji ulang pasal 302 KUHP karena sanksi 

yang diberikan masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda, 

sehingga perlu dilakukan perubahan sesuai dengan keadaan 

Indonesia saat ini.

2. Sanksi dalam pasl 302 KUHP lebih diberatkan agar dapat

meminimalisirkan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di 

Indonesia. Sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera 

bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan.

3. Lembaga pemerintahan sebaiknya bekerja sama dengan seluruh

organisasi pecinta hewan yang ada di Indonesia untuk melakukan 

sosialisasi tentang merawat hewan peliharaan sehingga 

kesejahteraan hewan dapat tercapai.
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PeraturanPerundang-undangan :

KUHP

UU No 5 Tahun 1990 tentangKonservasiSumberdayaAlamHayatiDan Ekosistemnya.

UU No 18 Tahun 2009 tentangPeternakandanKesejahteraanHewan

PP No 95 Tahun 2012 tentangKesehatanMasyarakatVeterinerdanKesejahteraanHewan

 

 




